DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Achmad, M. F. (2015). Dualisme Penelitan Hukum Normatif dan Empiris .

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU

No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.

Adjie, H. (2018). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU

No0.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmosudirjo, P. (t.thn.). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Budiono, H. (2006). Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di

Indonesia . Bandung: Citra Aidtya Bakti.

Cahyono, A. B. (2008). Mengenal Hukum Perdata. Depok: CV. Gitama,

Jaya.
Cst Kansil, a. a. (2009). Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Dr. Soegianto, S. M. (2016). Hukum Lelang di Indonesia. Yogyakarta: Terra

Media.

Dr.Muhaimin, S. (2020). Metode Penelitan Hukum. Mataram-NTB: Mataram

University Press.

113



F.X. Ngadijarno, N. E. (t.thn.). Lelang: Teori dan Praktik. Jakarta: Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

Fuady, M. (2002). Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis.

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

H.S, S. (2015). Teknik Pembuatan Akta Satu. Jakarta: Raja Grafindo.

Harahap, M. Y. (1989). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang

Perdata . Jakarta: Gramedia.

Harahap, Y. (1986). Segi-Segi Perjanjian. Bandung: PT. Alumni.

Hidjaz, K. (2010). Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem

Pemerintah Daerah di Indonesia. Makassar: Pustaka Refleksi.

I.G.Rai Widjaya, S. M. (2002). Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting.

Bekasi: Penerbit Kesaint Blanc.

J. Satrio, H. (1995). Hukum Perikatan. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Kie, T. T. (2000). Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta:

Ichtiar Baru VVan Hoeve.

Maelani, A. (2015). Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang
Berjudul Orang Tuanya Manusia. Yogyakarta: Universitas Islam

Indonesia.

Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta:

Liberty.

114



Nadhif M. Alkatiri, K. R. (2021). Perbandingan Tugas dan Wewenang
Notaris Indonesia dan Amaerika Serikat. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air

Beta.

Notodisoerjo, S. (1993). Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

P.N.H.Simanjuntak, S. M. (2023). Hukum Lelang di Indonesia . Jakarta:

Kencana.

Pred N.Kerlinger, d. A. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum.

Jakarta: Raja Grafindo.

Prof. Dr. H. Sudiarto, S. M. (2002). Pengantar Hukum Lelang di Indonesia.

Jakarta: Kencana.

Riduan Syahrani, R. 1. (1999). Rangkuman Intisari llmu Hukum . Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Rifiani, H. S. (2013). Prinsip-Prinsip Profesi Notaris. Jakarta Timur: Dunia

Cerdas.

Ronny Haniatjo, S. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta:

PT. Ghalia Indonesia.

Rusdianto Sesung, F. P. (2017). Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris.

Surabaya: R.A.De. Rozarie.

S.Soeryasumantri, J. (1978). Filsafat Illmu Sebuah Pengantar Populer .

Jakarta : Sinar Harapan.

115



Santia Dewi, S. d. (2011). Panduan Teori dan Praktik Notaris . Yogyakarta:

Penerbit Pustaka Yustia.

Sianturi, P. T. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang

Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang . Jakarta: Mandar Maju.

Soemitro, R. (1987). Peraturan dan Induksi Lelang. Bandung: Eresco.

Soemitro, R. H. (1982). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia

Indonesia .

Soemoatmodjo, S. (1986). Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang.

Yogyakarta: Liberty.

Soeroso, P. I. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Soeroso, R. (2006). Pengantar llmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, A. P. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualititatif dan R&D.

Bandung: Alfabeta.

Tobing, G. L. (1983). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

Tobing, G. L. (1983). Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga.

Usman, R. (2015). Hukum Lelang . Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, K. M. (2004). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta:

PT.Raja Grafindo Persada.

116



Winarno, N. B. (2008). Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana

Koirupsi . Yogyakarta: Laksabang mediatama.

JURNAL

Hadjon, P. M. (t.thn.). Tentang Wewenang. Universitas Airlangga, 20.

Hasibuan, H. (2023). Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari

Keadilan Hakiki. Jurnal Legisia, 141.

Hooft, P. V. (2001). Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding,
diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum FH

Univ. Parahiayangan.

Khalid, A. (2014). Penafsiran Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di

Indonesia. Jurnal Hukum, 10.

Mowoka, V. P. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta

yang Dibuatnya . Jurnal Lex es Societatis, 62.

P, M. M. (2009). Kamus Hukum: Dictionary of Law, Complete Edition.

Reality Publisher, 403.

Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang
Tidak Memenuho Syarat Pembuatan Akta Otentik. Acta Comitas: Jurnal

Hukum Kenotariatan 3,, 397-398.

117



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas |1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Vendu Reglement, Staatsblad 1908:189 (Peraturan Lelang dan/atau

Peraturan di Muka Umum di Indonesia)

118



KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia

WAWANCARA

Purwitaningsih. (2025, Feb 25). Notaris, PPAT & Pejabat Lelang Kelas 11

Semarang. (T. L. Simarmata, Interviewer)

119



